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PENETAPAN
Nomor 2759/Pdt.P/2024/PN Sby
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara

perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan
sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:
Roesminiwati, bertempat tinggal di Teluk Kumai Timur 95 Rt. 004 Rw. 002

Kelurahan Tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian Kota
Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya
Supriyono, S.H. dan Elrianti Viski Amalia, S.H., Advokat yang
berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
AMALIA, SH & PARTNERS, yang beralamat di JI. Wonosari
Kidul No. 172 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan
Wonokromo Kota Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9-12-2024
Nomor 5681/HK/XI11/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang
bersangkutan;

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

- Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Pemohon;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 20 November

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada
tanggal 01 Desember 2024 dibawah register Nomor 2759/Pdt.P/2024/PN Sby,

mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama
RUSTAM dan HERMIRAH;

2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3578125604460002
Pemohon bernama ROESMINIWATI tempat tanggal lahir Bojonegoro 16
April 1946 dan tinggal di Teluk Kumai Timur 95 RT 004 RW 002 Kelurahan
tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;

3. Bahwa berdasarkan kartu Keluarga Nomor 3578120201082552
Pemohon bernama ROESMINIWATI tempat tanggal lahir Bojonegoro 16
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APRIL 1946 dan tinggal di Teluk Kumai Timur 95 RT 004 RW 002 Kelurahan
tanjung Perak Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya;

4. Bahwa didalam Petikan dari buku Pendaftaran Nikah no 160/1968 kantor
Urusan agama Kecamatan kota Bojonegoro nama Pemohon tercatat atas
ROESMINIWATI;

5. Bahwa di dalam Akta Pemisahan dan pembagian No.
128/Bj/Pem/IX/1993 tanggal 15 september 1993 yang dibuat di Yatiman
Hadisuparjo Sarjana Hukum Notaris di Bojonegoro hama pemohon tercatat
atas RUSMINIWATI;

6. Bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik No. 423 Desa Kauman Kecamatan
Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur nama Pemohon
tercatat RUSMINIWATI;

7. Bahwa berdasarkan data yang tercatat dibeberapa dokumen yang benar
Pemohon menggunakan nama ROESMINIWATI dan selanjutnya Pemohon
akan menggunakan nama ROESMINIWATI;

8. Bahwa Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda yaitu
ROESMINIWATI dan RUSMINIWATI yang tercatat di dalam beberapa
dokumen resmi yaitu kartu tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, Kartu
Keluarga (KK) tercatat atas nama ROESMINIWATI dan di dalam dokumen
Akta Pemisahan dan Pembagian No. 128/BJ/Pem/IX/1993 tanggal 15
september 1993 serta di dalam Sertifikat Hak Milik No. 423 Desa Kauman
Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Propinsi jawa Timur nama
Pemohon tercatat RUSMINIWATI akan tetapi nama nama tersebut adalah
Satu orang Yang Sama,;
Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan sudilah kiranya
untuk menerima permohonan Pemohon ini, dan selanjutnya dapat menetapkan
menurut hukum sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama ROESMIIWATI yang tercatat di beberapa dokumen
yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578125604460002, Kartu keluarga
(KK), Petikan dari Buku pendaftaran Nikah No. 160/1968 dan
RUSMINIWATI yang tercatat di beberapa dokumen yaitu Akta pemisahan
dan pembagian No. 128/BJ/Pem/IX/1993 tanggal 15 September 1993,

Sertifikat Hak Milik No. 423 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro
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Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur adalah Satu Orang yang
Sama.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon telah hadir kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon

dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nik.

3578125604460002 atas nama Roesminiwati, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578120201082552 atas

nama kepala keluarga Roesminiwati, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai asli Surat Nikah, petikan dari buku pendaftaran nikah

Nomor 160/1968 atas nama Soegiono dengan Roesminiwati, diberi tanda P-

3;

4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-22112022-

0237 atas nama Roesminiwati, anak keenam perempuan dari Ayah Rustam

dan lbu Hermirah, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor

328/Bj/Pem/1X/1993 tanggal 15 September 1993 atas nama Rusminiwati,

diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Milik Nomor 423, Desa Kauman

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atas nama pemegang hak

Moch. Ruslin, Rusminto dan Rusminiwati, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2
(dua) orang Saksi sebagai berikut yang masing-masing telah memberikan
keterangan dibawah sumpah / Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

1. Roesyanto,
menerangkan sebagai berikut;

- Saksi merupakan adik kandung Pemohon;

- Pemohon merupakan anak nomor 4 (empat) dan Saksi anak

nomor 5 (lima);
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- Ayah Pemohon/saksi bernama Rustam dan Ibu Pemohon/saksi
bernama Hermirah;

- Nama Pemohon yang tertulis Roesminiwati ada pada dokumen
berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah miliknya;
- Nama Pemohon yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik adalah
Rusminiwati;

- Suami Pemohon bernama Soegiono;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk
melakukan persamaan nama Pemohon yang tertulis Roesminiwati dan
Rusminiwati;

2. Sutji Sulistyowati, menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi merupakan adik ipar Pemohon;

- Pemohon merupakan anak nomor 4 (empat);

- Ayah Pemohon bernama Rustam dan Ibu Pemohon Hermirah;

- Nama Pemohon yang tertulis Roesminiwati ada pada dokumen
berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah miliknya;
- Nama Pemohon yang tertulis pada Sertipikat Hak Milik adalah
Rusminiwati;

- Suami Pemohon bernama Soegiono;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk
melakukan persamaan nama Pemohon yang tertulis Roesminiwati dan

Rusminiwati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di atas, Pemohon
(kuasanya) menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup
dengan pembuktiannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah mengajukan permohonan
persamaan nama, yaitu Menyatakan nama Roesminiwati yang tercatat di
beberapa dokumen = yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK
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3578125604460002, Kartu keluarga (KK), Petikan dari Buku pendaftaran Nikah
No. 160/1968 dan Rusminiwati yang tercatat di beberapa dokumen yaitu Akta
pemisahan dan pembagian No. 128/BJ/Pem/IX/1993 tanggal 15 September
1993, Sertifikat Hak Milik No. 423 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur adalah Satu Orang yang Sama.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan
persamaan nama Pemohon, karena adanya perbedaan penulisan nama-nama
Pemohon dalam berbagai dokumen, yaitu: di Kartu Tanda Penduduk, Kutipan
Akta Nikah, Kartu Keluarga, Akta Pemisahan dan Pembagian serta sertifikat

tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan
Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan
perdata yang diajukan padanya. Menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain
dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan
wewenang voluntair;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan, khususnya
peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan
yang mengharuskan permasalahan yang berkaitan dengan “persamaan nama”,
yang diatur adalah tentang ganti nama, pembetulan kesalahan penulisan nama;

Menimbang, bahwa pada era digitalisasi di bidang administrasi,
khususnya administrasi kependudukan, penggunaan beberapa nama dalam
berbagai dokumen kependudukan banyak menimbulkan kesulitan dalam banyak
urusan administrasi, termasuk urusan pelaksanaan hak, maupun urusan
pelaksanaan kewajiban;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini
adalah untuk mempermudah dalam mengurus hak-hak pemohon di kemudian
hari / untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai bahwa materi permohonan
Pemohon adalah tidak secara tegas diatur oleh peraturan perundangan, namun
materinya sudah memenuhi syarat-syarat, yaitu masalah yang diajukan berisi
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kepentingan sepihak (for the benefit of one part only), pihak yang mengajukan
hanya terdiri dari satu pihak saja (without dispute or differences with another
part), maka Hakim dapat membuat temuan hukum lebih dari apa yang
dimohonkan oleh pihak yang bermohon karena hanya bersifat administratif,
maka Hakim mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan untuk mengatur
sesuatu hal asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun
kesusilaan. Selain itu, kebutuhan penduduk juga menjadi faktor pertimbangan
dikabulkannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu mengacu pada Ketentuan dalam
penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
nomor 24 tahun 2013 yang menyatakan bahwa “Peristiwa Penting Lainnya”
adalah Peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada
instansi pelaksana”. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan
Pemohon tersebut adalah masuk ke dalam “peristiwa penting lainnya” sehingga
permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta
keterangan 2 orang saksi telah ternyata bahwa :

1. Pada saat dilahirkan pada tahun 1946 Pemohon di beri nama dan tertulis
dalam Akta Kelahiran Pemohon Roesminiwati, selanjutnya pada saat
Pemohon menikah dengan suaminya yang pada tahun 1968 nama
Pemohon tertulis dalam akta nikah adalah Roesminiwati, kemudian didalam
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon juga tertulis
Roesminiwati;

2. Bahwa Pemohon memperoleh hak waris berupa bagian tanah
sebagaimana disebut dalam bukti bertanda P-5 (Akta Pemisahan dan
Pembagian) dan bertanda P-6 (sertifikat Tanah), namun nama pemohon di
dalam bukti surat tersebut tertulis Rusminiwati;

3. Bahwa telah ternyata pula (terbukti) pencantuman nama tersebut adalah
dikarenakan kesalahan ketik / penulisan (berdasarkan bukti yang ada pada
pencantuman nama yang berbeda tersebut mengarah pada orang yang
sama yaitu diri Pemohon sendiri);

Menimbang, bahwa Selain itu, perkembangan hukum yang terjadi dan
muncul di masyarakat atau penduduk juga menjadi faktor pertimbangan
dikabulkannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan non
kontentiosa, maka biaya perkara yang timbul, menurut hukum dibebankan
kepada Pemohon;
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Mengingat, Pasal 50 dan Pasal 52 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (1) UU No. 23
tahun 2006 jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
dan sumber hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan nama Roesminiwati yang tercatat di beberapa dokumen
yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578125604460002, Kartu keluarga
(KK), Petikan dari Buku pendaftaran Nikah No. 160/1968 dan Rusminiwati
yang tercatat di beberapa dokumen yaitu Akta pemisahan dan pembagian
No. 128/BJ/Pem/IX/1993 tanggal 15 September 1993, Sertifikat Hak Milik
No. 423 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
Propinsi Jawa Timur adalah Satu Orang yang Sama yaitu Pemohon.

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam

puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari
Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Antyo Harri Susetyo, S.H., sebagai
Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh | Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi

pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

| Wayan Soedarsana Wibawa, S.H., M.H., Antyo Harri Susetyo, S.H.

Perincian biaya perkara:
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1. Biaya proses/ATK ......ccccooiiiveennnnn. Rp. 100.000,00
2. Biaya sumpah........cccoooiiiiiiiieninennnnn. Rp. 100.000,00
3. Biaya pendaftaran ...........ccccccceeeeeeenn. Rp. 30.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan ................... Rp. 10.000,00
5. RedaKSi ...cccvveveeiiiiiiiiiiiieieeeee e, Rp. 10.000,00
6. Meterai .....ccoocvveiiniiiecee e Rp. 10.000,00
Jumlah ... Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



